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3 Sambungan dari halaman 1

Ketua DPR RI Bambang
Soesatyo mengatakan, kewa-
jiban pelaporan LHKPN para
pejabat negara adalah di awal
dan akhir jabatan, "Kalaupun
ada kawan-kawan yang mel-
aporkan rutin setiap tahun, itu
patut kita apresiasi, Dan saya
sendiri mendorong kawan-
kawan untuk melaporkannya
setiap tahun atau periodik ya,
tidak perlu menunggu di akhir
jabatan,” ujarnya saat dikon-
firmasi, kemarin, -

Bamsoet, sapaan akrab
Bambang Soesatyo Bamsoet
menjelaskan, tidak ada koot-
dinasi antara pimpinan DPR
dan para anggota terkait pe-
nyerahan LHKPN. Koordinasi
dilakukan melalu fraks, "Tidak
ada koordinas, saya hanya me-
nyebar surat edaran ke fraksi-
fraksi. Dan fraksi lah nanti yang
memberi tahu ke anggota,”
jelas politikus Partai Golkar itu.

Sementara, Wakil Ketua DPR
RI Fadli Zon justru menuturkan,
masyarakat harus memaklumi

bilabanyak anggota DPR yang

 belum menyerahkan LHKPN.

Fadli beralasan kondisi saat
ini banyak anggota DPR yang
sibuk berkampanye dan tu-
run ke daerah pemilihannya
masing-masing menjelang
Pemilu Serentak 2019. "Ka-
lau anggota DPR kan banyak
juga yang mencalonkan lagi,
jadi banyak di daerah-daerah.
Maksud saya, ya dimaklumi,
nggak usah diumumkan tiap

* hari gitu Lho, namanya juga lagi

pemilu,” tandasnya, kemarin.

Politikus Gerindra itu juga
mengkritik mekanisme pelapo-
ran LHKPN yang terus menerus
ditagih lembaga antirasuah.
Sebab, Anggota DPR sendiri

‘merupakan jabatan politis yang

tidak perlu melaporkan setiap
tahun.

* Menurut Fadli, Anggota DPR

tak perlu melaporkan setiap
saat karena bisa melaporkan-
nya di awal dan akhir masa ja-
batan DPR. "LHKPN itu yang
kami tahu waktu di awal dulu
adalah di awal masa jabatan

dan di akhir masa jabatan gitu.

Kita bukan pegawai negeri.
Kita nih politisi yang siklusnya
itu lima tahunan, jadi beda,”
tandasnya.

Meski demikian, Fadli meng-
klaim telah mengimbau terus
menerus kepada para anggota
legislative yang lain untuk mel-
aporkan LHKPN.

Tapun berharap agar KPK tak
terus menerus meminta kepada

‘DPR untuk mengurus LHKPN.

Sebab, belakangan ini'para
Anggota DPR masih disibukkan
dengan agenda-agenda politik

jelang Pemilu 2019.

"Jadi masalah teknis apalagi
di tengah orang lagi kampanye

seperti ini, seolah-olah mau
diumumkan tiap hari gitu? Ya,
rasional saja lah,” ujarnya,

Sebelumnya, Peneliti Indone-
sia Corruption Watch (ICW) Al-
mas Sjafrina mengatakan, ada
empat faktor disinyalir sebagai
penyebab para anggota DPR
RI malas dalam penyampaian
LHKPN. Alasan pertama yakni,
rendahnya komitmen anggota
dewan untuk menjadi peny-
elenggara negara yang jujur
dan transparan. "Laporan KPK
soal kemalasan DPR melapor-
kan LHKPN, ini menunjukkan
ketidakpatuhan atau kemalasan
anggota DPR untuk melapor,”
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Ujarnya bebetapa waktu lalu
Resibukan dan kelalaian,
sambung Almas, dinila tak
bisa menjad; alasan. Pasalnya,
Anggora DPR periode 2014-2019
sudah empat tahun menjabat.

Alasan kedua, yaitu tidak beet- -

janya partai politik (patpol)
dalam mengawasi kadernya di
DR

Almas menuturkan, Anggota

'DPR dicalonkan oleh parpol

pada pemilu legislatif, sehingga

sudah seharusnya partai men-

gawasi dan memastikan kad-
ernya menjadi penyelenggara
negara yang baik dan patuh
terhadap undang-undang,

"Kami melihat parpol belum

serius mengingatan kadernya
i DPR untuk menjadi kader
sekaligus anggota DPR yang
baik dan penyelenggara negara

‘yang bersih,” imbuh dia.

Alasan ketiga, lanjutnya,
yaitu lemahnya sanksi yang
dijatuhlan apabila hewajiban
melapor LHKPN dilanggar.
Petlu diatur sanksi yang dapat

memaksa hingga membuat

penyelenggaranegara jera jika
tak melapor LHKPN. "Sep-
ertl pengumuman nama yang
bersangkutan kepada publik
penundaan pemberian tunjan-
gan atau gaji, penundaan naik

jabatan, larangan menduduki
jabatan strategis atau pimpinan,
Qenda hingga pencopotan dar
jabatan,” papar Almas,
Adapun penyebab terakhir,
adalah tidak terintegrasinya
kewajiban melapor LHKPN
dengan undang-undang ter-
kait lainnnya. Salah satunya,
UU Pemilu Legislatif. Almas
menuturkan, pada Pasal 5 UU
Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari KKN,
LHKPN tak hanya wajib dil-
aporkan setelah penyelenggara
fegara yang bersangkutan
menjabat, tapi juga sebelum
menjabat, (aen)
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